BUPATI BANTUL

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR   03  TAHUN 2000
T E N T A N G

TUGAS DAN LARANGAN BAGI PEMIMPIN PROYEK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL MELAKUKAN PEMUNGUTAN TERHADAP REKANAN MAUPUN CALON REKANAN
BUPATI BANTUL
	Menimbang :
	a. bahwa sesuai dengan visi dan semangat Kabinet Reformasi Pembangunan , maka salah satu upaya untuk keluar dari krisis ekonomi dipandang perlu kinerja Pemimpin proyek dilaksanakan dengan penuh  tanggung jawab dan bersih dari unsure Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Bantul tentang Tugas dan Larangan Bagi Pemimpin Proyek Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul Melakukan Pemungutan Terhadap Rekanan Maupun Calon Rekanan;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi Kolusi, da nepotisme;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-undnag Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TAta Usaha Negara;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara Nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada daerah swatantra Tingkat II Bantul , Sleman, Kulon Progo, dan gunung Kidul;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II BAntul Nomor 24 Tahun 1997 tentang Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat wilayah/daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten daerah tingkat II Bantul;



	
	MENGINSTRUKSIKAN  :



	Kepada      :
	1. Pemimpin proyek Pemangunan yang ada pada Dinas/ Instansi/Bagian Vertikal dan Otonom se  Kabupaten Bantul;

2. PEmimpin proyek BUMN dan BumD di daerah Kabupaten Bantul;



	
	

	Untuk :
	I. MElaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Dilarang merencanakan dan atau melakukan pemungutan dalam bentuk apapun terhadap rekanan / calon rekanan;
III. Instruksi ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya;

IV. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal di keluarkan.

	
	

	
	

	
	

	
	


Dikeluarkan di Bantul,

pada tanggal 23 Februari 2000
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Instruksi ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Ketua BPKP Propinsi DIY;

3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY;

4. Ketua DPRD  Kabupaten Bantul;

5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

6. Kepala Dinas/ Instansi/BAgian/BUMN/BUMD Vertikal dan Otonom se  Kabupaten Bantul;

7. Pembantu Bupati se  Kabupaten Bantul;

8. Camat se  Kabupaten Bantul;



